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Penghargaan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya menangani 
permukiman kumuh merupakan suatu prestasi baik yang diraih Kota Pekalongan. Kota Pekalongan telah 
mampu mengimplementasikan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat ke dalam 
Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat. Program ini dimulai dari 
peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan lingkungan kumuh melalui kegiatan pugar rumah dan 
perbaikan lingkungan kumuh. Titik kumuh di Kota Pekalongan terbesar terdapat di permukiman pesisir 
yaitu pada Kelurahan Panjang Baru dan Panjang Wetan. Pelaksanaan program akselerasi telah 
dilaksanakan namun hasil pelaksanaan belum mengatasi kekumuhan yang terjadi akibat adanya rob. 
Oleh karena itu, menarik untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman 
kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan dalam Program Akselerasi Pembangunan Keluarga 
Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun 2010. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah 
daerah dalam menangani permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan. Sasaran yang 
dilakukan meliputi mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan walikota, mengidentifikasi dan 
menganalisis karakteristik masyarakat penerima bantuan kegiatan, mengidentifikasi variabel 
pelaksanaan serta menganalisis pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi perubahan fisik dan 
menganalisis kemanfaatan kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan kumuh serta menganalisis 
implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan. 
Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan cara 
meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Teknik analisis yang digunakan 
adalah dengan telaah dokumen, analisis deskriptif, analisis distribusi frekuensi, dan analisis komparasi. 
Adapun pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui kuisioner, wawancara dan observasi. 
Wawancara dilakukan kepada pelaksana program (implementor) yang benar-benar mengetahui tentang 
pelaksanaan program akselerasi pembangunan keluarga sejahtera berbasis masyarakat. Kuisioner 
dilakukan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan program untuk dapat memberikan informasi 
mengenai manfaat yang dirasakan dan perubahan fisik yang terjadi. Observasi dilakukan untuk 
mengetahui perubahan fisik  yang terjadi di wilayah studi. Data yang diperoleh kemudian diidentifikasi 
kemudian dianalisis untuk menghasilkan output penelitian. 
Adapun output dari penelitian ini adalah adanya prosedur pelaksanaan dapat mempermudah 
pelaksana dalam melaksanakan kegiatan, pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan kumuh 
sangat dipengaruhi dari sosok pemimpin yang sikap proaktif dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, 
adanya dana yang dialokasikan dari APBD belum sepenuhnya mampu membantu mengatasi 
permasalahan kekumuhan yang ada. Ketepatan waktu pelaksanaan mempengaruhi hasil kegiatan yang 
dilakukan. Dilihat dari karakteristik masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat dengan 
penghasilan <Rp 200.000 (68,8%) dengan mata pencarian sebagai buruh (66,7) dan tingkat pendidikan 
hanya sampai tingkat SD (77,1%) sedangkan dari kondisi rumah hampir 85% status tanah rumah 
tersebut adalah hak pakai dengan luas yang sempit dan tidak layak huni. Hasil pelaksanaan kegiatan 
perbaikan rumah dan lingkungan kumuh telah memberikan perubahan fisik rumah dan lingkungan, 
manfaat yang diterima masyarakat pun telah dirasakan namun belum bisa mengatasi kekumuhan. Hal ini 
karena adanya bahaya rob yang selalu menerjang permukiman di kawasan pesisir. 
 
 







1.1   Latar Belakang 
Fenomena urbanisasi merupakan permasalahan besar yang hampir dapat dijumpai di 
kota-kota besar di Indonesia, yang telah mengakibatkan kebutuhan ruang meningkat, terutama 
ruang untuk perumahan. Keterbatasan ruang berdampak pada tingginya harga lahan yang ada di 
suatu kota yang secara langsung mempengaruhi penyediaan rumah bagi masyarakat khususnya 
masyarakat miskin. Rumah menjadi sulit di akses karena biaya kepemilikannya yang mahal 
padahal kebutuhan rumah selalu meningkat setiap tahunnya. Akibatnya, masyarakat miskin 
mengalami keterbatasan dalam mengakses rumah yang layak huni. Kondisi tersebut kemudian 
memaksa masyarakat miskin untuk memiliki rumah pada lahan yang bukan diperuntukkan untuk 
bermukim seperti pada bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, hingga di daerah pesisir kota yang 
cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses prasarana dasar sehingga menyebabkan 
kekumuhan. Kawasan permukiman kumuh yang ada pada suatu kota sudah tentu menimbulkan 
degradasi lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat terutama pada aspek 
kesehatan. 
Permukiman kumuh merupakan lingkungan tempat tinggal atau hunian yang tidak layak 
huni yang biasanya ditandai oleh minimnya layanan prasarana dan sarana lingkungan. Berdasarkan 
data statistik disebutkan bahwa pada tahun 2010 luas daerah kumuh di Indonesia meningkat dari 
53.000 ha menjadi 57.000 ha (www.kemenpera.go.id). Luas daerah kumuh tersebut tidak hanya 
tersebar di pusat kota saja tetapi juga banyak tersebar di kawasan pesisir. Bahkan 60% dari 
kawasan kumuh terdapat pada kawasan pesisir. Hal ini karena di kawasan pesisir terdapat 
keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari penghasilan 
hidup seperti misalnya sebagai nelayan. Akibatnya, di kawasan pesisir kecendrungan penggunaan 
lahannya tidak hanya untuk aktivitas ekonomi wilayah pesisir tetapi juga untuk aktivitas bermukim 
sebagai aktivitas pendukung yang ada di kawasan pesisir. Kawasan kumuh yang ada di kawasan 
pesisir ini biasanya memiliki karakteristik permasalahan yang hampir sama dengan di perkotaan 
yaitu keterbatasan dalam pelayanan prasarana terutama prasarana air bersih, sanitasi, dan 
persampahan. Keterbatasan yang terjadi disebabkan karena masih minimnya kemampuan 
pemerintah daerah dalam mengelola wilayah pesisir sehingga permasalahan permukiman kumuh di 
wilayah pesisir tidak dapat diatasi dengan segera. Oleh karena itu, permasalahan permukiman 
kumuh haruslah menjadi prioritas kebijakan daerah dengan berbagai program penanganan 




Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di daerah Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah 
yang telah berupaya dalam melakukan penanganan permukiman kumuh perkotaan. Penanganan 
permukiman kumuh di Kota Pekalongan telah menjadi prioritas kebijakan penanggulangan 
kemiskinan kota sejak akhir tahun 2006. Salah satu program yang dilakukan Pemerintah Kota 
Pekalongan untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui Program Akselerasi Pembangunan 
Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) yang meliputi program percepatan 
keluarga miskin bersekolah, percepatan keluarga miskin sehat, percepatan keluarga miskin 
berusaha, percepatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dan penguatan kapasitas 
kelembagaan masyarakat mandiri. Program percepatan keluarga miskin sehat dan percepatan 
pembangunan sarana dan prasarana lingkungan merupakan program yang dijalankan dalam rangka 
menangani permukiman kumuh yang terjadi di Kota Pekalongan. Melalui program tersebut 
dilakukan kegiatan seperti perbaikan/pemugaran rumah (jamban, pemlesteran, ventilasi, penyekat, 
penerangan dan air bersih) dan peningkatan kualitas lingkungan kumuh (drainase dan jalan 
lingkungan).  
Pada kegiatan perbaikan rumah dan peningkatan kualitas lingkungan kumuh dilakukan 
dengan membangun keterpaduan program untuk percepatan Kota Pekalongan bebas rumah tidak 
layak huni dan bebas kawasan kumuh. Hal pertama yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan 
kegiatan tersebut adalah dengan melakukan pendataan (database) mengenai warga miskin yang 
ada di Kota Pekalongan. Pencarian data tersebut dilakukan dengan menggerakkan perangkat 
terbawah secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan sehingga kemudian 
tersusun database yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan program. Dengan database yang 
sudah terkumpul tersebut pemerintah dapat dengan pasti melakukan perbaikan rumah tidak layak 
huni dan lingkungan kumuh karena dengan data tersebut pemerintah dapat mengetahui besarnya 
dana yang diperlukan untuk melaksanakan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera 
Berbasis Masyarakat. Kaitannya dengan sumber daya financial, pemerintah Kota Pekalongan 
berhasil mensiasati berbagai program dari departemen pusat yang cukup banyak menyedikan dana 
untuk perbaikan kualitas lingkungan, seperti dana yang berasal dari APBN Pusat, APBD Provinsi 
Jawa Tengah, pihak swasta/BUMN serta bantuan negara donor. Semua dana yang diperoleh 
tersebut kemudian dikoordinasikan agar dapat dipadukan dengan APBD Kota Pekalongan dan 
swadaya masyarakat. Selain kemampuan mengkoordinasikan sumber-sumber dana, upaya 
memberdayakan masyarakat dengan memampukan dan memandirikan masyarakat adalah kunci 
keberhasilan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Pekalongan 
(www.pekalongankota.go.id). 
Dengan melaksanakan program tersebut, pemerintah Kota Pekalongan telah meraih 
penghargaan dalam program penanganan permukiman kumuh sehingga dapat dijadikan sebagai 
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good practices dalam mengimplementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh. Beberapa 
penghargaan yang telah diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan diantaranya berupa “Dubai 
Internasional Award For Best Practices to Improve The Living Environment” pada tahun 2008, 
Penghargaan “Adiupaya Puritama Tahun 2008” untuk pemerintah daerah dan Lembaga Keuangan 
Mikro dari Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka memperingati 
hari UN-Habitat, Piala Citra Pelayanan Prima tahun 2008 dari Menpan, dan Juara I Penataan 
Pemukiman Kumuh tahun 2007 dan 2008 Bidang DPU Tingkat Nasional IMP (Inovasi Manajemen 
Pemda) Award Tahun 2008 di Departemen dalam Negeri (www.kotapekalongan.go.id). Berbagai 
penghargaan yang telah diraih tersebut menjadikan Pemerintah Kota Pekalongan dinilai telah 
memberikan komitmen daerah dalam kontribusi pembiayaan, pengaturan kelembagaan, kesiapan 
sumber daya manusia serta komitmen dalam menggerakkan dan melibatkan masyarakat untuk 
menuju pembangunan prasarana dan sarana yang berkelanjutan. 
Mengingat salah satu penyebab permasalahan dalam penanganan permukiman kumuh 
adalah karena kesenjangan antara kebijakan dan implementasi sehingga tujuan yang telah 
direncanakan menjadi tidak tercapai maka menarik untuk melihat cara yang dilakukan pemerintah 
Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan program/kebijakan penanganan permukiman 
kumuh. Prestasi yang telah diperoleh Kota Pekalongan dalam menangani permukiman kumuh 
dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan 
permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan terutama di kawasan 
pesisir. Hal ini karena kawasan pesisir Kota Pekalongan merupakan kawasan yang memiliki 
jumlah titik kumuh terbesar yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu juga karena merupakan 
kawasan yang rentan terhadap bahaya rob yang mempengaruhi permukiman pesisir menjadi 
kumuh. Dengan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat serta 
penghargaan yang telah diraih dalam menangani permukiman kumuh tentunya permukiman kumuh 
di kawasan pesisir sudah ditangani oleh pemerintah Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan 
perubahan bagi kawasan kumuh pesisir di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, untuk dapat 
mengetahui proses pelaksanaan program tersebut maka perlu adanya suatu penelitian terkait 
implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan. 
Implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh pengaruhnya sangat ditentukan oleh 
variabel-variabel yang menjadi syarat berhasilnya proses implementasi kebijakan yang dilakukan 
pemerintah. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis variabel yang merupakan syarat penting 
dalam proses implementasi, akan dapat diketahui hal yang mempengaruhi dalam 
mengimplementasikan kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kota Pekalongan terutama di 




1.2   Perumusan Masalah 
Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya menangani 
permukiman kumuh kota merupakan suatu prestasi terbaik yang dimiliki Kota Pekalongan. 
Penghargaan yang diperoleh tersebut menjadi good practice dalam mengimplementasikan program 
penanganan permukiman kumuh yang merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan di Kota 
Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan telah mampu mengimplementasikan kebijakan yang 
tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan 
Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat. Peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan yang 
digunakan untuk melaksanakan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis 
Masyarakat yang dimulai dari peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan lingkungan kumuh. 
Kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan kegiatan pugar rumah dan perbaikan kualitas 
lingkungan kumuh.  
Sejak kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dimulai dari kegiatan pugar rumah 
dan perbaikan kualitas lingkungan kumuh, pemerintah Kota Pekalongan telah memperoleh hasil 
yang cukup baik. Luas kawasan kumuh di Kota Pekalongan telah berkurang dari 286 titik menjadi 
137 titik di tahun 2009. Titik kumuh tersebut tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota 
Pekalongan namun yang terluas terdapat di Kecamatan Pekalongan Utara terutama pada kawasan 
permukiman pesisir. Kekumuhan yang terjadi di kawasan permukiman pesisir ini disebabkan 
karena belum terlayani prasarana dasar dengan baik (sanitasi, air bersih, dan sistem persampahan), 
kawasan permukiman padat dengan kualitas hunian semi permanen serta wilayah yang rawan rob 
dan banjir. Dampak yang terjadi dari kekumuhan tersebut terutama dari adanya rob adalah rumah 
maupun bangunan-bangunan yang ada pada saat air pasang akan langsung terendam oleh air laut 
sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat setempat. Belum lagi sampah yang kadang-kadang 
tersebar di lingkungan permukiman menyebabkan kondisi lingkungan permukiman semakin 
kumuh. Oleh karena itu, salah satu kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan untuk 
mengatasi permasalahan tersebut adalah kegiatan perbaikan rumah dan peningkatan kualitas 
lingkungan kumuh. Salah satu tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengatasi kekumuhan yang 
terjadi di kawasan pesisir.  
Meskipun program telah dilakukan serta penghargaan telah diraih dalam menangani 
permukiman kumuh ternyata kekumuhan di kawasan pesisir masih terjadi karena adanya rob yang 
melanda kawasan permukiman pesisir, alhasil pada kawasan ini kegiatan perbaikan rumah dan 
lingkungan kumuh menjadi tidak terlihat hasil pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk dapat 
mengetahui pelaksanaan kebijakan penanganan tersebut maka perlu adanya suatu penelitian terkait 
implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan 
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sehingga pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan penanganan 
permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan?”.  
 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
1.3.1 Tujuan 
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan yang 
dilakukan pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani permukiman kumuh di kawasan pesisir 
Kota Pekalongan.  
 
1.3.2 Sasaran 
Sasaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan diatas antara lain : 
1. Mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan walikota dalam penanganan permukiman 
kumuh; 
2. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik masyarakat penerima bantuan kegiatan 
perbaikan rumah dan lingkungan kumuh; 
3. Mengidentifikasi variabel pelaksanaan serta menganalisis pelaksanaan kegiatan perbaikan 
rumah dan lingkungan kumuh; 
4. Mengidentifikasi perubahan fisik dan nilai manfaat serta menganalisis kemanfaatan 
kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan kumuh; 
5. Menganalisis implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir 
Kota Pekalongan. 
 
1.4 Ruang Lingkup  
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 
Ruang lingkup wilayah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada wilayah 
pesisir Kota Pekalongan. Wilayah pesisir Kota Pekalongan dipilih sebagai wilayah studi penelitian 
karena di kawasan ini aktivitas bermukim tumbuh dan berkembang dengan prasarana yang 
terbatas. Keterbatasan prasarana ini secara tidak langsung menyebabkan kekumuhan dan perlu 
segera tindakan dari pemerintah Kota Pekalongan untuk menangani permasalahan yang terjadi. 
Melalui Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat, pemerintah 
Kota Pekalongan telah berupaya untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang 
sebagian besar terdapat di bagian utara Kota Pekalongan khususnya pada permukiman pesisir. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini wilayah pesisir Kota Pekalongan dijadikan sebagai lingkup 
wilayah penelitian untuk dapat menganalisis pelaksanaan kebijakan penanganan permukiman 
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kumuh di kawasan pesisir. Secara administratif kawasan pesisir Kota Pekalongan berada di 
Kecamatan Pekalongan Utara, yang terdiri atas enam kelurahan yaitu Kelurahan Bandengan, 
Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan 
Krapyak Lor, dan Kelurahan Degayu. Namun, dengan pertimbangan adanya keterbatasan dari 
penyusun maka penyusun hanya akan melihat implementasi program/kebijakan pada dua 
kelurahan yaitu Kelurahan Panjang Wetan dan Panjang Baru karena penggunaan lahan di 
kelurahan ini didominasi oleh permukiman dengan kualitas lingkungan yang rendah dan langsung 
berbatasan dengan Laut Jawa. 
 
1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 
Batasan materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi 
kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan. Kebijakan yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dioperasionalkan dalam Program Akselerasi 
Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat di tahun 2010 terutama di kawasan pesisir 
Kota Pekalongan. Adapun lingkup materi pada penelitian ini yaitu: 
1. Karakteristik permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan. Hal ini meliputi 
karakteristik permukiman yang dilihat dari kondisi fisik rumah, lingkungan, dan sosial 
ekonomi masyarakat di kawasan pesisir; 
2. Kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir. Dalam hal ini pada 
Program Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat yang memuat 
kegiatan perbaikan rumah dan peningkatan kualitas lingkungan kumuh.  
3. Implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir. Dalam hal ini 
adalah realisasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan variabel-
variabel dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya 
financial, sumberdaya waktu, komunikasi dan koordinasi, sikap pelaksana, manfaat yang 






















































Sumber: RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009 
 
Gambar 1.1 




WILAYAH STUDI  
(KELURAHAN PANJANG BARU DAN PANJANG WETAN) 
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1.5 Keaslian Penelitian 
Penelitian yang menyoroti tentang kebijakan permukiman telah pernah dilakukan 
sebelumnya, namun memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan 
sekarang. Penelitian sebelumnya seringkali digunakan sebagai dasar atau kajian pustaka untuk 
menyusun penelitian baru yang lebih baik. Pada penelitian ini fokus yang disoroti adalah 
implementasi kebijakan dalam menangani permukiman kumuh di kawasan pesisir. Berikut Tabel 
I.1 mengenai penelitian-penelitian sejenis yang menjadi pertimbangan penyusun sebagai cara 
untuk menghindari plagiasi. 
 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat pada penelitian ini dibedakan menjadi dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis 
dan manfaat secara praktis: 
1.6.1  Manfaat Teoritis 
Penelitian yang membahas Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di 
Kawasan Pesisir Kota Pekalongan memiliki kaitan yang erat dengan ilmu perencanaan wilayah dan 
kota, terutama dari sisi perencanaan kota. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan perencanaan kota diantaranya adalah : 
1. Menambah pengetahuan mengenai bagaimana mengimplementasikan kebijakan 
permukiman kumuh di kawasan pesisir melalui program peningkatan kualitas rumah dan 
lingkungan kumuh yang dapat dilakukan pada kawasan pesisir; 
2. Penelitian Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Pesisir 
Kota Pekalongan dapat menjadi acuan dan perbandingan bagi peneliti lain yang akan 
melanjutkan/meneliti implementasi kebijakan permukiman kumuh terutama di kawasan 
pesisir.  
 
1.6.2  Manfaat Praktis 
Penelitian yang membahas Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di 
Kawasan Pesisir Kota Pekalongan ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat praktis 
sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi 
kebijakan dalam mengatasi permukiman kumuh pada kawasan pesisir sehingga pemerintah 
memiliki kemampuan dalam mengelola wilayah pesisir; 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam 











1997 Implementasi Kebijakan 
Permukiman Kumuh di 
Kotamadya Dati II Ujung 
Pandang,  
Penelitian ini mengkaji mengenai sejauh mana 
implementasi kebijakan permukiman kumuh di 
Kotamadya Dati II Ujung Pandang, pengaruh 
implementasi kebijakan terhadap permukiman 
kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang, dan 
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya 
Dati II Ujung Pandang. 
Metode Deskriptif 
Analisis 
Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan terkait 
implementasi kebijakan permukiman kumuh 
diantaranya: 
a. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh 
masing-masing instansi yang ada di 
Kotamadya Dati II Ujung Pandang; 
b. Pengaruh implementasi kebijakan permukiman 
kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang 
dipengaruhi oleh faktor komunikasi, 
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi; 
c. Faktor utama yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan permukiman kumuh di 
Kotamadya Dati II Ujung Pandang  yaitu: 
• Faktor yang muncul dan dimiliki 
masyarakat itu sendiri seperti faktor budya, 
sosial, dan ekonomi dan faktor pendidikan. 
• Faktor yang datang dari pemerintah dalam 





2010 Implementasi Kebijakan 
Pada Proses Penghunian 
Rusunawa di Kota 
Tanjungbalai Propinsi 
Sumatera Utara 
Implementasi dari kebijakan normatif  terhadap 
proses penghunian dipandang dari sisi 
masyarakat, serta proses penghunian dipandang 
dari sisi masyarakat. 
Metode deskriptif 
kualitatif 
Perbedaan antara kebijakan penghunian dan kondisi 
karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang 
kemudian perlunya sosialisasi kebijakan penghunian 
rusunawa kepada masyarakat sasaran agar terjadi 
kesepahaman antara kedua belah pihak. 
3 Asyifa Fujiastuti 
(Universitas 
Diponegoro) 
2011 Implementasi Kebijakan 
Penanganan  Permukiman 
Kumuh di Kawasan Pesisir 
Kota Pekalongan 
Implementasi kebijakan penanganan 
permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota 
Pekalongan dalam Program Akselerasi 




Impelementasi kebijakan penanganan permukiman 
kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan dalam 
program akselerasi di tahun 2010 telah memiliki 
prosedur pelaksanaan dan telah memberikan 
perubahan fisik dan manfaat namun masih belum 
mampu mengatasi kekumuhan yang disebabkan 
karena adanya rob. Manfaat yang dirasakan tidak 
terlepas dari ketersediaan pelaksana, dana, dan sikap 
pelaksana.  
Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2011 
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1.7 Posisi Penelitian 
Posisi penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman 
Kumuh di Kawasan Pesisir berada dalam payung penelitian yang bertema Peningkatan 
Kapasitas Permukiman Kumuh di Kawasan Pesisir. Peningkatan kapasitas dilihat dari dua sisi 
yaitu sisi kapasitas masyarakat dan kebijakan pemerintah. Pada penelitian ini berada pada sisi 
kebijakan pemerintah dalam menangani permukiman kumuh. 
Penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam lingkup disiplin ilmu perencanaan 
wilayah dan kota berada dalam ilmu perencanaan kota. Dalam ilmu perencanaan kota 
penanganan permukiman kumuh berada dalam bidang perumahan dan permukiman. Secara 




























1.8 Kerangka Pemikiran 
Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di 
Kawasan Pesisir Kota Pekalongan dilatarbelakangi karena komitmen pemerintah Kota 
Kebijakan Pemerintah 
 
Implementasi Kebijakan dalam 




Perencanaan Wilayah dan Kota 
Perencanaan Wilayah  Perencanaan Kota 
Perumahan dan Permukiman 




Pekalongan dalam mengatasi kemiskinan melalui kegiatan perbaikan rumah dan peningkatan 
kualitas lingkungan. Komitmen tersebut telah memberikan penghargaan bagi Pemerintah Kota 
Pekalongan dalam menangani permukiman kumuh. Penghargaan yang diraih tersebut adalah 
tolak ukur dari implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan 
menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dilihat 
bagaimanakah impelementasi kebijakan tersebut dapat dijalankan sehingga dapat diketahui 
konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan yang telah dibuat. Secara lebih jelas, dapat dilihat 










































































Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah 
dalam menangani permukiman kumuh di kawasan pesisir 
Kota Pekalongan? 
TUJUAN 
Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah 
Kota Pekalongan dalam menangani permukiman 









Analisis Implementasi kebijakan 
penanganan permukiman kumuh di 
kawasan pesisir Kota Pekalongan  
Tinjauan Teori 
• Pengertian Wilayah 
Pesisir 
• Permukiman Kumuh 
Pesisir 




Kekumuhan belum teratasi akibat rob yang terus melanda  
permukiman pesisir sehingga hasil pelaksanaan menjadi 
tidak terlihat 
Komitmen Pemerintah Kota 
Pekalongan dalam 
menanggulangi kemiskinan 
dengan menerbitkan Peraturan 
daerah Nomor 11 Tahun 2008 
Diimplementasikan dalam Program 
Akselerasi Pembangunan Keluarga 
Sejahtera Berbasis Masyarakat  
(PAPKS-BM) 
Kebijakan 
• Peraturan Daerah Nomor 11 
tahun 2008 tentang 
Percepatan Pembangunan 
Keluarga Sejahtera Berbasis 
Masyarakat 
• Peraturan Walikota 






dan nilai manfaat 
 
Identifikasi peraturan 
daerah dan peraturan 
walikota pekalongan  
Kesimpulan dan Rekomendasi 
Analisis prosedur 
pelaksanaan kegiatan 
perbaikan rumah dan 
lingkungan kumuh 
  
Program telah dilaksanakan namun hasil pelaksanaan 
kebijakan di kawasan pesisir belum mampu menjadikan 


















1.9   Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009:2). Metode penelitian menurut Creswell (2010: 24) 
merupakan strategi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Peneliti mengumpulkan data 
dengan bantuan instrumen penelitian kemudian data yang telah terkumpul diolah untuk dapat 
dianalisis dan diinterpretasikan. 
Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di 
Kawasan Pesisir Kota Pekalongan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 
penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam 
pelaksanaan kebijakan yang dioperasionalkan dalam Program Akselerasi Pembangunan 
Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat melalui kegiatan perbaikan rumah dan peningkatan 
kualitas lingkungan kumuh pada kawasan pesisir Kota Pekalongan.  
Metode kuantitatif digunakan karena dalam pelaksanaan suatu kebijakan ada suatu 
model implementasi yang didalamnya memuat variabel-variabel yang saling mempengaruhi. 
Dengan variabel yang telah dipilih dalam penelitian ini maka akan diidentifikasi dan dianalisis 
sehingga akan terlihat bagaimana pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga 
Sejahtera Berbasis Masyarakat khususnya pada kegiatan perbaikan rumah dan peningkatan 
kualitas lingkungan di kawasan pesisir Kota Pekalongan.  
 
1.9.1   Tahap Pengumpulan Data 
Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu menentukan tahapan pengumpulan 
data untuk mendapatkan informasi sesuai kebutuhan. Tahap pengumpulan data ini meliputi 
kebutuhan data dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik sampling.  
a.   Kebutuhan Data 
Untuk dapat melakukan analisis dalam penelitian ini, terlebih dahulu ada data 
pendukung penelitian. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 
dan data sekunder. Barikut Tabel I.2 terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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TABEL I. 2 
KEBUTUHAN DATA 
 
No Sasaran Variabel Kebutuhan Data 
Sumber 
Bentuk Data Tahun 




Peraturan Daerah Tujuan dan sasaran kebijakan 
   





   
˅ 
Deskripsi 2010 Organisasi pelaksana 
   
˅ 
Pelaksanaan kebijakan/program 














   
Deskripsi 2010 Pekerjaan ˅ 
   
Penghasilan ˅ 






Pelaksana yang dikerahkan/dilibatkan 






Badan pelaksana  ˅   Deskripsi 2010 
Sumberdaya financial 
Sumber pendanaan kegiatan  ˅  ˅ 
Deskripsi 2010 
Besar Dana untuk kegiatan  ˅  ˅ 
Sumberdaya waktu Ketepatan waktu pelaksanaan  ˅   Deskripsi 2010 
Sikap pelaksana 
Komitmen pelaksana  ˅   
Deskripsi 2010 
Aturan dan pola-pola hubungan antar pelaksana  ˅   
Komunikasi dan 
Koordinasi 
Proses penyampaian  ˅   
Deskripsi 2010 Kejelasan informasi yang disampaikan  ˅   















No Sasaran Variabel Kebutuhan Data 
Sumber 
Bentuk Data Tahun 
K W O D 





Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2011 
 
Keterangan : 
K  = Kuisioner 
W = Wawancara 
O  = Observasi 
D  = Dokumen
16 
 
b.   Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai 
dengan variabel yang telah terpilih untuk melakukan penelitian. Bila dilihat dari sumbernya, 
pengumpulan data terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 
data sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007:62). Adapun teknik pengumpulan data secara detail 
adalah sebagai berikut: 
   Teknik Pengumpulan Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh dari pihak yang berwewenang dalam mengimplementasikan 
kebijakan melalui kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan kumuh di kawasan pesisir Kota 
Pekalongan. Dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Pekalongan (Bappeda, 
Bapermas, dan lembaga kelurahan). Teknik pengumpulan data sekunder ini dilakukan untuk 
mendapatkan data yang berupa literatur, kebijakan dan peraturan pelaksanaan yang digunakan 
dalam melaksanakan kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan kumuh. Telaah dokumen ini 
dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang berbentuk dokumen. Dokumen yang 
ditelaah adalah dokumen kebijakan seperti peraturan daerah, peraturan walikota, dan dokumen 
lainnya terkait permukiman kumuh di kawasan pesisir. 
   Teknik Pengumpulan Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek penelitian. 
Teknik pengumpulan data primer meliputi: 
•   Kuisioner 
Cara ini dilakukan dengan memberikan formulir isian kepada responden (masyarakat 
miskin yang mendapat bantuan program) untuk diminta tanggapannya atas pertanyaan 
yang diberikan terkait manfaat yang dirasakan dan derajat perubahan yang dihasilkan 
dari kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan kumuh yang dilakukan. Kuisioner ini juga 
digunakan untuk mendapatkan informasi untuk mengetahui karakteristik masyarakat 
yang mendapat bantuan program. 
•   Wawancara  
Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara 
untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu tema. Dalam penelitian ini, 
wawancara digunakan untuk memberikan informasi yang mendalam mengenai 
pelaksanaan program akselerasi terutama pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni 
dan lingkungan kumuh. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan instrumen penelitian 
berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 
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Wawancara ini akan dilakukan kepada para stakeholder yang mengetahui dan mengerti 
kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir maupun kepada tokoh 
masyarakat dengan cara berbicara langsung secara face to face dengan tetap mengacu 
kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.  
•   Observasi/Pengamatan 
Observasi adalah pengamatan yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
terkait pengaruh atau hasil dari pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan 
permukiman kumuh di kawasan pesisir. Dalam observasi ini, peneliti langsung turun ke 
lapangan untuk melihat kondisi fisik rumah serta lingkungan sekitar di kawasan pesisir 
yang mendapatkan bantuan penanganan dari Pemerintah Kota Pekalongan. Adapun 
perlengkapan yang dibawa dalam kegiatan pengamatan lapangan ini yaitu kamera digital, 
panduan pengamatan berisi garis besar hal-hal yang akan diamati, catatan pengamat, dan 
lain-lain yang terkait dengan objek pengamatan. 
 
c.   Teknik Sampling 
Populasi menurut Sugiyono (2007:49) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Masyhuri (2008:151) 
berpendapat bahwa populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan 
objek penelitian. Dari hal tersebut maka di dalam melakukan penelitian perlu menentukan 
populasi terlebih dahulu sebelum menentukan teknik sampling.  
Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota Pekalongan dalam hal ini 
adalah para stakeholder yang menguasai dan mengerti mengenai kegiatan perbaikan rumah dan 
lingkungan serta masyarakat yang menerima bantuan kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan 
kumuh dalam Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
(Sugiyono, 2007:62). Hal ini menunjukkan bahwa tidak akan ada sampel jika tidak ada 
populasi. Dari semua populasi yang ada tidak semua akan dijadikan responden dalam 
penelitian, hal ini ini karena adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam hal waktu, biaya, 
dan tenaga jika semua populasi dijadikan responden penelitian. Oleh karena itu, agar sampel 
masih bisa dipercaya dan mampu mewakili karakteristik populasi maka cara penarikan sampel 
harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel ini biasa disebut dengan teknik 
sampling atau teknik pengambilan sampling.  
Teknik pengambilan sampling atau teknik sampling adalah cara untuk mendapatkan 
sampel yang representatif dari populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
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menggunakan dua metode pengambilan sampling yaitu dengan metode non probability 
sampling dan metode probability sampling: 
•   Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 
peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 
menjadi sampel (Sugiyono, 2009: 84). Adapun dalam penelitian ini teknik yang 
digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling digunakan untuk 
mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti karena memiliki maksud terkait 
implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota 
Pekalongan. Oleh karena itu sampel yang dipilih adalah responden yang benar-benar 
mengetahui tentang implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh yang 
dijabarkan ke dalam Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis 
Masyarakat melalui kegiatan peningkatan rumah tidak layak huni dan lingkungan kumuh. 
Adapun responden pada teknik non probability sampling adalah para stakeholder yang 
mengetahui dan mengerti dalam pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan 
Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat pada kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan 
yang meliputi: 
- Bappeda Kota Pekalongan; 
- Bapermas Kota Pekalongan; 
- Kecamatan Pekalongan Utara; 
- Tim Pelaksana Kelurahan; 
- Fasilitator Kelurahan; 
- Tokoh Masyarakat. 
•   Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang 
yang sama kepada setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009: 82). 
Teknik yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu dengan memberikan 
kesempatan yang sama kepada populasi untuk menjadi sampel penelitian. Simple random 
sampling ini digunakan untuk responden yang berasal dari masyarakat miskin yang 
mendapat bantuan kegiatan perbaikan rumah di kawasan pesisir Kota Pekalongan. 
Adapun besarnya sampel yang akan digunakan ditentukan dari jumlah rumah yang 
dipugar, jamban dan sumur gali yang diberikan untuk meningkatkan kualitas rumah 
maupun lingkungan. Berikut Tabel I.3 mengenai jumlah bantuan yang diberikan untuk 






JUMLAH BANTUAN PADA KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN PANJANG BARU 





Jamban Sumur Gali Jumlah 
Panjang Wetan 25 unit 16 unit 4 unit 41 unit 
Panjang Baru 30 unit 20 unit - 60 unit 
 55 unit 36 unit 4 unit 91 unit 
Sumber : Database Kelurahan Panjang Wetan dan Panjang Baru, 2010 
 
Berdasarkan jumlah bantuan tersebut, maka untuk menentukan responden penelitian 
terlebih dahulu menentukan jumlah sampel berdasarkan rumus Isaac dan Micahel (Arikunto, 





N = Jumlah populasi 
n = Jumlah sampel 
p  = estimasi terhadap proporsi (0,5) 
D = Bound of Error (0,10) 
D  = B2   = 0,102  = 0,0025 
              4      4 






Hasil Perhitungan : 
n = 48 
 
Berdasarkan ukuran sampel sebesar 48 responden maka jumlah sampel yang akan 




   N. p(1 – p) 
n =  
           (N-1)D + p(1 – p) 
         91 x 0,5 x (1 - 0,5) 
n  =  




JUMLAH KUISIONER PENELITIAN 
 
No Kelurahan Populasi (KK) Proporsi 
Jumlah Kuesioner 
(nxporporsi) 
1 Panjang Wetan 41 0,4505 22 
2 Panjang Baru 50 0,549 26 
 Jumlah 48 
Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2011 
 
 
1.9.2   Tahap Pengolahan Data 
Setelah dilakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data 
yang terdiri dari klasifikasi data dan tahap penyajian data. 
a.   Klasifikasi Data 
Pada tahap ini, data-data diklasifikasikan berdasarkan sumber datanya, apakah data 
berasal dari kuisioner, wawancara, ataupun observasi lapangan. Untuk data yang berasal dari 
wawancara, klasifikasi data dilakukan dengan coding atau pemberian kode untuk masing-
masing data berdasarkan narasumbernya. Pemberian kode ini bertujuan mempermudah 
interpretasi dan penggunaan data untuk proses analisis. Pengkodean dilakukan dengan memberi 
nama dan kode pada jawaban narasumber. Untuk mempermudah proses kategorisasi data, 
digunakan kartu informasi dengan pola berikut: 
a.../b.../c.../d 
a : jenis dan sumber informasi 
b : no responden 
c : no halaman 
d : alinea ke- 
 
Untuk data yang bersumber dari kuisioner, klasifikasi dilakukan dengan rekapitulasi form 
kuisioner yang telah diisi oleh responden dan dikelompokkan sesuai jenis pertanyaannya. 
Setelah dikelompokkan, kemudian dilakukan perhitungan distribusi frekuensi untuk melihat 
manfaat dan derajat perubahan yang dihasilkan dari kebijakan yang telah di implementasikan.   
b.   Penyajian Data 
Bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa deskripsi baik frase maupun kalimat 
untuk memaparkan analisis dan penarikan kesimpulan, tabel yang sesuai dengan tipologi data, 
peta untuk mengetahui lokasi di lapangan, dan dokumentasi gambar untuk memperjelas kondisi 






1.9.3   Analisis 
Setelah melakukan proses pengumpulan data dan verifikasi data maka selanjutnya 
dilakukan proses analisis untuk dapat menghasilkan informasi yang dapat menjawab tujuan 
penelitian.  
a.   Proses Analisis Data 
Proses analisis data dilakukan terhadap masing-masing sasaran yang telah ditentukan 
sebelumnya. Proses analisis diawali dengan mengidentifikasi kebijakan penanganan kemiskinan 
di Kota Pekalongan. Kebijakan penanganan kemiskinan yang diidentifikasi adalah Peraturan 
Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga 
Sejahtera Berbasis Masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebijakan tersebut, kemudian 
melakukan identifikasi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis 
Masyarakat (PAPKS-BM) dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2010 yang 
merupakan penjabaran/penjelasan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008. 
Dari hasil identifikasi tersebut akan dianalisis sehingga diketahui prosedur pelaksanaan 
Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat dalam kegiatan 
perbaikan rumah dan lingkungan kumuh di Kota Pekalongan. 
Pada tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan kegiatan 
perbaikan rumah dan lingkungan kumuh. Dari hasil analisis ini akan diketahui realisasi 
pelaksanaan dalam hal pelaksana kegiatan, karakteristik pelaksana, pendanaan kegiatan, dan 
waktu pelaksanaan. Kemudian, mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik masyarakat 
yang menerima bantuan kegiatan yang dilihat dari kondisi rumah serta keadaan sosial 
ekonominya. Dari hasil analisis ini diperoleh karakteristik penerima bantuan perbaikan rumah 
pada Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat. Lalu, 
menganalisis kemanfaatan kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan kumuh dilakukan untuk 
mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. 
Setelah semua proses analisis tersebut dilaksanakan selanjutnya dianalisis implementasi 
kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir. Hasil analisis terhadap kebijakan 
tersebut akan menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana implementasi kebijakan penanganan 
permukiman kumuh di Kota Pekalongan.  
b.   Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut: 
•   Telaah Dokumen 
Telaah dokumen dilakukan untuk dokumen yang merupakan kebijakan atau peraturan 
yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota 
Pekalongan. Dari masing-masing peraturan diidentifikasi bagaimana sebenarnya 
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peraturan tersebut mengatur kegiatan perbaikan rumah dan lingkungan kumuh di 
kawasan pesisir sehingga dijadikan acuan dalam implementasi kegiatan yang dilakukan 











• Analisis Deskriptif  
Teknik analisis deskriptif merupakan teknik analisis yang mencoba menguraikan atau 
memberikan penjelasan, mengelompokan, serta menganalisis secara deskriptif berdasarkan 
hasil jawaban yang diperoleh dari hasil kuisioner, wawancara maupun observasi. Data 










• Analisis distribusi frekuensi 
Teknik analisis ini digunakan untuk menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil 
kuisioner ke dalam bentuk tabel dan prosentase. Data yang akan dimanfaatkan pada teknik 
analisis ini adalah variabel dalam karakteristik masyarakat yang menerima bantuan 





(kebijakan/ peraturan daerah 




Menganalisis prosedur pelaksanaan 
kegiatan perbaikan rumah dan 
lingkungan kumuh  
 
• Perda Kota Pekalongan No.11 Tahun 
2008 tentang Percepatan Pembangunan 
Keluarga Sejahtera Berbasis 
Masyarakat Kota Pekalongan. 
• Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 
16 Tahun 2010 tentang Pedoman 





manusia, financial, waktu serta 
karakteristik pelaksana 
Analisis pelaksanaan kegiatan 












• Analisis komparatif (perbandingan) 
Analisis ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah dan 
lingkungan dengan prosedur pelaksanaan yang digunakan. Dengan melihat prosedur 
pelaksanaan yang ada dengan realisasi kegiatan yang dilakukan akan dibandingkan apakah 











1.9.4   Kerangka Analisis 
Kerangka analisis merupakan penuangan dari teknik analisis yang terdiri proses analisis 











Kuisioner Identifikasi karakteristik 
masyarakat penerima bantuan 
perbaikan rumah dan 
lingkungan di kawasan pesisir  








Wawancara dan Observasi 
Lapangan (kegiatan perbaikan 
rumah dan lingkungan) 
Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan 










































Peraturan Walikota Pekalongan 
Nomor 16 Tahun 2010  
Identifikasi Peraturan 
Walikota Pekalongan 
Nomor 16 Tahun 2010  
(Telaah dokumen) 
Prosedur pelaksanaan 
kegiatan perbaikan rumah 
dan lingkungan kumuh 
Analisis Implementasi 
Kebijakan Penanganan 
Permukiman Kumuh di 





Kumuh di Kawasan Pesisir 
 
Perda Kota Pekalongan No.11 
Tahun 2008  
Identifikasi Peraturan 
Daerah Nomor 11 tahun 
2008 (Telaah dokumen) 
 
Kondisi Rumah 
Kegiatan perbaikan rumah 
dan lingkungan kumuh 






(Deskriptif dan Distribusi 
frekuensi) 
Analisis Pelaksanaan 
kegiatan perbaikan  rumah 
dan lingkungan kumuh 
(Deskriptif) 
Analisis kemanfaatan 
kegiatan perbaikan rumah 




kegiatan perbaikan rumah 
dan lingkungan kumuh 
 
Sumber daya manusia 
- Pelaksana kegiatan 
- Badan Pelaksana 
Sumber daya financial 
- Sumber pendanaan 
kegiatan 
- Besar dana untuk 
kegiatan yang 
dijalankan 
Sumber daya waktu 
- Ketepatan waktu 
pelaksanaan 
Karakteristik pelaksana 
- Sikap Pelaksana 
- Komunikasi dan 
Koordinasi 
Manfaat yang diberikan 
- Jenis manfaat yang 
dihasilkan 
- Kesesuaian dengan 
kebutuhan masyarakat 
Derajat Perubahan 
- Perubahan kondisi 
fisik rumah dan 
lingkungan 
Karakteristik masyarakat 
penerima bantuan kegiatan 
Hasil pelaksanaan kegiatan 
perbaikan rumah dan 
lingkungan kumuh 
 
INPUT PROSES OUTPUT 
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1.10 Sistematika Pembahasan 
Laporan penelitian ini terdiri lima tahapan yang berupa bab dimana bab 1 menjelaskan dan 
menekankan pada latar belakang yang diangkat, perumusan masalah, tujuan dan sasaran yang ingin 
dicapai, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, posisi penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka pikir, desain penelitian yang dilakukan mulai dari metode yang digunakan, tahap 
pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap analisis serta sistematika pembahasan. 
Pada bab 2 dalam laporan ini menguraikan tentang literatur yang digunakan untuk 
menunjukkan seberapa jauh peneliti membahas implementasi kebijakan penanganan permukiman 
kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan. Ulasan yang dibahas dalam bab ini meliputi wilayah 
pesisir, karakteristik wilayah pesisir, permukiman di kawasan pesisir, permukiman kumuh di 
kawasan pesisir, kebijakan pemerintah, implementasi kebijakan, dan model-model implementasi 
kebijakan. Akhir dari bab ini berupa sintesis literatur penelitian yang terdiri dari persepektif teori 
dan variabel penelitian yang terpilih. 
. Bab 3 berisi tentang karakteristik wilayah pesisir Kota Pekalongan, karakteristik 
Kelurahan Panjang Baru dan Panjang Wetan, karakteristik permukiman di kawasan pesisir yaitu di 
Kelurahan Panjang Wetan dan Panjang Baru, kebijakan penanganan kemiskinan di Kota 
Pekalongan serta Program Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat. 
Pada bab 4 akan dibahas mengenai implementasi kebijakan penanganan permukiman 
kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan yang terdiri analisis prosedur pelaksanaan kegiatan 
perbaikan rumah dan lingkungan kumuh di kawasan pesisir, analisis karakteristik masyarakat 
penerima bantuan kegiatan, analisis pelaksanaan kegiatan, analisis kemanfaatan kegiatan dan 
implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Pekalongan.  
Pada bab 5 merupakan bab terakhir dalam laporan penelitian ini sebagai bab penutup yang 
berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan 
rekomendasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
